BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka raendorong peningkatan iklim
investasi dan iklim berusaha serta menjaga
kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, perlu
penataan dan penyesuaian kembali terhadap pelimpahan
kewenangan Bupati di bidang perizinan dan non perizinan
kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Teluk Bintuni;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni {Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104) dan
Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 53 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk
Bintuni (Berita Daerah Katupaten Teluk Bintuni Tahun
2016 Nomor 225) serta berkaitan dengan Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Bupati di bidang perizinan dan non
perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Teluk Bintuni yang perlu dilakukan
penyesuaian perbaikan, “penataan ke arah
penyempurnaannya; . ‘

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurub b di atas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni
tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di bidang
perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Teluk Bintuni;



Mengingat

o 1.

10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Papua
menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Herom, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang,
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Normor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Piatu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221},

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 39j;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedomam
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4861);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 2010; F



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906});

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan usaha
simpan pinjam koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
1070);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentaag Izin Lokasi
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1022);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17
Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Persekutuan Komanditer,
Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor '011);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman
Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan  Pemantauan
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 929); :

Peraturan Menteri  Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/
PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
873);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perdsahaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pedoman dar Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 934),

(



Menetapkan

22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 935);

23. Peraturan Badan Pengawas QObat dan Makanan Nomeor 27 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1132);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 20016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
BUPATI DI BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TELUK BINTUNI.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

l.
2.

Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang rmmenjadi
kewenangan daerah otonom.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni. o

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahar yvang menjadi kewenangan daerah.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disebut
DPMPTSP adalah perangkat daerah di bidang penanaman
modal yang melakukan pelayanan terhadap semua bentuk
perizinan dan non Perizinan dengan sistem satu pintu.
Kepala Dinas adalah adalah Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten
Teluk Bintuni.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk
melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. ()



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai
kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanaman modal asing, untuk melakukan
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan peraturan daerah atau produk
hukum lainnya yang ' merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau
badan untuk melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan
tertentu.

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non
Perizinan, termasuk penanda tanganannya atas nama
pemberi wewenang.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu
pintu.

Pelaku usaha adalah perseorangan atau non
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah:

o op

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
memperpendek proses pelayanan;

mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,
transparan, pasti dan terjangkau; dan

mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada
masyarakat.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

o p o0 g

keterpaduan; '
ekonomis;

koordinasi;

pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
akuntabilitas; dan

aksesibilitas.



BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 4

{1} Penyelenggaraan PTSP di daerah Kabupaten terdiri atas pelayanan
perizinan dan non perizinan dalam urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
{2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputy;
a. urusan pemerintahan konkuren daerah Kabupaten sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya lintas Daerah
Kabupaten/Kota; dan

¢. urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati.

Pasal 5 |
Pelimpahan kewenangan Bupati kepada DPMPTSP meliputi:

a. pelayanan perizinan; dan
b. pelayanan non perizinan.

Pasal 6

Pelayanan perizinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a meliputi bidang:

a. pendidikan;

kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang;
perumahan dan kawasan permukiman;
sosial;

tenaga kerja;

komunikasi dan informatika;
kebudayaan;

pertanahan;

lingkungan hidup;

perhubungan;

koperasi, usaha kecil den menengah;
kelautan dan perikanan;

pariwisata;

pertanian;

kehutanan;

energy dan sumber daya mineral;
perdagangan;

perindustrian; dan

kearsipan.
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BAB Il
PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A ]
N

Pasal 7

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada
Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



NO.

ORGANISASI
PERANGKAT
DAERAH PENERBIT
REKOMENDASI

JENIS PELAYANAN

PERIZINAN

NON PERIZINAN

Badan Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian

Pengembangan

dan

Tata Ruang

Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

AN

10.
11.

Izin Lokasi (IL)
Amdal, UKL-UPL,
SPPL

lzin Tempat
Penyimpanan
Sementara Limbah
B3 di Industri atau
Usaha suatu
Kegiatan;

Izin Pembuangan
Limbah Cair (IPLC);
Izin Lingkungan;
Penetapan Kelayakan
Lingkungan,

Izin pembuangan air
Limbah;

Izin Pemanfaatan Air
Limbah Industri
Minyak Kelapa Sawit
pada tanah di
perkebunan kelapa
sawit;

Izin Pendaurulangan
Sampah/ '
Pengelolaan sampah,
Pengangkutan
Sampah dan
Pemrosesan akhir
sampah yang
diselenggarakan oleh
Swasta;

Izin Membuka Tanah
Izin Pengeboran/
Pengambilan Air
(SIPA}/ air Bawah
Tanah (ABT) ‘

L]

Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Izin Penyelenggaraan
Reklame Permanen
(IPR);

Izin Penyelenggaraan
Reklame Non
Permanen (IPR);

Izin Mendirikan
Bangunan (IMB);
Izin Pemakaian
Tanah (IPT)/

1. Sertifikat

fungsi (SLF)

2. Tanda

Tenaga
(TDTT)

Laik

Daftar
Teknik




5. Persetujuan
Pemanfaatan Tanah
untuk Reklame

(PPTRY);

6. lzin Galian Utilitas
(IGU);

7. lIzin Jalan Masuk
(IdM)

8. Izin usaha Jasa
Konstruksi (IUJK);

9. Izin Usaha Jasa
Konsultan (IUJK);

4. ! Kehutanan Izin Pengelolaan Taman
Hutan Raya (TAHURA); .
5. | ESDM (Energi 1. lzin usaha
Sumber Daya Pemanfaatan
Mineral); Langsung Panas
Bumi;

2. lzin Ketenaga
Listrikan Non PLN

(Genset);
6. | Komunikasi dan [ 1. Izin Warung Internet;
Informatika 2. Pendirian Menara
Telekomunikasi,
7. | Kearsipan Izin Penggunaan Arsip

yang bersifat tertutup
yang disimpan di
Lembaga Kearsipan

Daerah;
8. Kesehatan 1. Izin Mendirikan
RumahSakit Tipe C
dan Tipe D;

2. IzinApotek;

3. IzinOperasional
LaboratoriumKlinik
UmumPratama,;

4. lzin
Penyelenggaraan
Optikal;

5. lzinPenyelenggaraan
SalonKecantikan;

6. Izin
Penyelenggaraan
Sehat Pakai
Air(SPA)

7. lzin Operasional
Rumah Sa.kit Tipe
C dan TipeD; .

8. IzinPedagang ‘
EceranObat/Toko
Obat;

9. Izin !
OperasionalKlinik;

10. Izin
operasionalPuskes
mas

11. Izin
PraktekDokter /Dok
ter Gigi;




12.

13.

14.

15.

l6.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29,

30.

31.

32.

Izin praktek
terapiwicara

Izin Praktek
Bidan;

Izin Praktek
Apoteker;

Izin
PraktekPerawat;
izin Praktek
PerawatGigi;

Izin Praktek
Radiografer;

Izin
PraktekFisioterapis
Izin praktek ahli
tenaga
laboratoriummedik
Izin praktek
tenagagizi

Izin kerja
tenagakefarmasia
n

Izin praktek
rekammedis;

Izin tukangGigi;
Izin Operasional
Usaha
Pemberantasan
Hama
(PestContrcl);

Izin Tanda
Terdaftar Penyehat
Tradisional
(STTPT);

Izin Praktek
TenagaSanitarian
(SIPTS);

Izin Praktek
Penata/inestesi
(SPPA)

Izin Optisien;

Izin Praktek Tenaga
Penyuluh
KesehatanMasyarak
at(SIPTPKM);

Izin Usaha Mikro
Obat |
Tradisional(UMOT}
IzinPerusahaanRu
mahTangga (PRT)
Alat Kesehatan dan
Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
AlatKesehatan;

Izin Praktek
Okupasi
Terapi(SIPOT),




33. Toko Alat Kesehatan;

34. IzinPenyelenggaraan
PengendalianVekto
r dan Binatang

35. Pembawa Penyakj t.

PERHUBUNGAN

1. Izin penyelenggaraan
dan pembangunan
fasilitas parkir;

2. Izin penyelenggaraan
angkutan orang
dalam trayek
perdesaan dan
perkotazn dalam
daerah;

3. Izin penyelenggaraan
taksi dan angkutan
kawasan tertentu
yang wilayah
operasinya berada
dalam daerah;

4. lzin angkutan
khusus;

5. Izin angkutan umum,;
6. Izin usaha angkutan
sungai dan danau

dalam daerah;

7. lzin usaha
penyelenggaraan’
angkutan sungai dan
danau;

8. Izin trayek
penyelenggaraan
angkutan sungai dan
danau; :

9. Izin usaha
penyelenggaraan
angkutan
penyeberangan;

10.1zin usaha jasa
terkait dengan
perawatan dan
perbaikan kapal,

11.1zin usaha badan
usaha pelabuhan;

12.1zin pengembangan
pelabuhan; -

13.1zin pengoperasian
pelabuhan selama
24 jam;

14.1zin pekerjaan

pengerukan di \
wilayah perairan
pelabuhan

pengumpan lokal;

15.1zin rek.lamasi di
wilayah perairan
pelabuhan;

16.1zin pengelolaan
terminal untuk
kepentingan sendiri
(TUKS) di dalam
daerah lingkungan
kerja (DLKr) / daerah




17.lingkungan kerja
kepentingan (DLKp)
pelabuhan
pengumpan lokal;

18.1zin mendirikan
bangunan tempat
pendaratan dan
lepas landas
helikopter; dan

19.1zin membuka akses
jalan khusus ke jalan
umum

1. Persetujuan Hasil
Analisa  Dampak
Lalu Lintas

2. Persetujuan Hasil
Analisa  Dampak
Lalu Linias

10.

Ketenagakerjaan

1. Izin dan pendaftaran

lembaga pelatihan;

2. lIzin Lembaga

Pengelola Tenaga
Keria Swasta
(LPTKS); dan Izin
pendirian dan
perpanjangan
lembaga pelatihan
keterampilan;

3. Izin Operasi Lift (IOL)
4. Jzin Tempat

penampungan Calon
Tenaga Kerja
Indonesia (TKI);

5. Akte Izin Pesawat

Uap (AIPU);

6. Penerbitan dan

Pengendalian Izin
Pendirian Lembaga
Bursa Kerja (LBK)/
Lembaga Perempatan
Kerja Swasta
(LPTKS);

7. Pendirian Bursa

Kerja Khusus (BKKj);

8. Izin Mempekerjakan

Tenaga Asing (IMTA)
Perpanjangan;

Notifikasi Tenaga Kerja

Asing (TKA);

11.

Pertanian

I. Izin usaha pertanian
tanaman pangan;

2. Izin penjualand
pupuk dan pestisida;

3. Izin ‘usaha
peternakan;

4. Izin usaha rumah
potonz hewan;

5. lIzin penjualan obat
hewan;

6. Izin usaha produksi
bibit dan. benih
ternak;

7. lIzin usaha rumah

sakit hewan;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Izin -+ usaha
perkebunan;

Izin
usahaperkebunan
budidaya; dan

[zin
usahaperkebunan
pengolahan;

Usaha Produksi
Benih/ Bibit;
Pengedar Benih/
Bibit;

Izin Praktek Dokter
Hewan;

Izin Praktek Tenaga
Kesehatan Hewan'
bukan Dokter
Hewan

Izin ‘Praktek Tenaga
Asing Kesehatan
Hewan;

Izin Penitipan
Hewan,;

Izin Usaha Rumah
Sakit atau Klinik
Hewan (IURSHWN};
Izin Laboratorium
Kesehatan hewan
(ILKH);

Izin Usaha dan Unit
Penanganan Daging/
Baha nasal hewan,

12.

PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN
UMKM

73] B —
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10.

11.
12.

13.
14.
15.

Izin usaha industri;,
Izin usaha kawasan
industri;

I1zin perluasan usaha
industri;

Izin perluasan
kawasan industri;
dan 3

Tanda daftar
industri;

Izin pengelolaan
pasar rakyat;

Izin pengelolaan
pusat perbelanjaan:
Izin usaha toko
swalayan;

Izin usaha
perdagangan
minuman beralkohol
golongan A untuk
pengecer dan
penjual langsung;:
Izin usaha ‘
perdagangan;

Izin tempat usaha
Tanda daftar
gudang;

Tanda daftar
perusahaan,;

Izin usaha simpan
pinjam; dan !

Izin pembukaan
kantor cabang,
cabang pembantu




1 16. dan kantor kas

koper asi simpan
pinjam

. Surat keterangan

penyimpanan
barang; dan

. Surat keterangan

asal.

. Surat tanda

Pendaftaran
Waralaba (STPW);

. Tanda Daftar

Gudang (TDGj

13.

PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH
RAGA

NS e

10.

11.
12.
13.

14.

Izin usaha jasa
perjalanan wisata;
Izin usaha
penyediaan ‘
akomodasi;
Izin  usaha
makanan
minuman;
Izin usaha kawasan
pariwisata;

Izin usaha jasa
transportasi wisata;.
Izin usaha daya
tarik: wisata; .

Izin usaha
penyelenggaraan .
kegiatan hiburan
dan rekreasi;
Izin usaha
pramuwisata;
Izin usaha
penyelenggaraan
pertemuan,
perjalanan
konferensi
pameran;
Izin  usaha
konsultan
pariwisata;
Izin usaha informasi
pariwisata,;

Izin usaha wisata
tirta; dan

Izin usaha spa (
solus per aquaj atau
perawatan tubuh.
Izin Usaha Hotel

ijasa
dan

jasa
jasa
insentif,
dan

jasa

FEs

i4.

PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH
RAGA

Izin operasional
menyelenggarakan
pendidikan dasar;
Izin operasional
menyelenggarakan
pendidikan anak
usia dini (PAUD)
Formal Taman
Kanak-Kanak (TK],
SD, SMP;




3. Izin operasional
menyelenggarakan
pendidikan non
formal: Lembaga
Kursus dan
Pelatihan (LKP),
Pendidkan anak
Usia Dini (PAUD)
sejenis, Tempat
Penitipan anak
(TPA), Kelompok
Bermain (KOBER},
Pusat Kegiatan
Belajar Mengajar
(PKBM), dan Taman
Bacaan Masyarakat
(TBM;

4, Izin pemakaian
Gedung

5. Penggunaan
Lapangan Tenis

Alun-alun
6. Pemakaian Alun-
Alun
Tanda daftar Usaha
: Pariwisata (TDUP)
15. | PERUMAHAN DAN 1. Izin pembangunan
KAWASAN dan pengembangan
PERMUKIMAN perumahan; dan

2. lzin pembangunan
dan pengembangan

kawasan
permukiman.

16. | BADAN 1. Pemakaizn Tanah
PENGELOLAAN 2. Pgmakaian Rumah
KEUANGAN DAN Dinas |
ASET DAERAH

Pasal 8

(1) Bupati mendelegasikan pelayanan perizinan dan non perizinan
kepada Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan
tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawabar perizinan dan non
perizinan, termasuk penandatanganan. ‘

BAB 1V g
PERIZINAN '
Bagian Kesatu
Pasal 9

(1} Kepala Dinas menerbitkan perizinan dan non perizinan yang terdiri
atas izin dan non izin. ' _

(2) Ketentuan mengenai jenis izin dan non izin diatur tersendiri dalam

Peraturan Bupati. |



(1)

(4)

(5)

Pasal 10

Dalam proses penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk
memberikan pertimbangan teknis secara obyektif dan mandir
mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
Keanggotaan Tim Teknis meliputi Aparatur Perangkat Daerah terkait
yang mempunyai kompetensi dibidangnya.

Dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Tim Teknis dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah,
Instansi dan kelembagaan terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penerbitan perizinan diatur
dengan Peraturan Bupati dan/atau berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Proses Pelayanan

Pasal 11

Proses pelayanan perizinan pada Dinas dilaksanakan melalui:
pendaftaran permohonan;

verifikasi dokumen permohonan;

pengolahan; dan ' :

perbitan, penolakan atau penangguhan;

pembayaran retribusi dalam hal dipersyaratkan ketentuar
peraturan perundang-undangan; dan

f. pendokumentasian.

Proses pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
meliputi perizinan baru, perubahan, pencabutan dan pembatalan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelayanan perizinan diatu:
dengan Peraturan Bupati dan/atau berdasarkan ketentuar
perundang-undangan.

©poop

Pasal 12

Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
dilakukan dalam hal terdapat kesalahan konsideran, kesalahar
redaksional, perubahan dasar penerbitan perizinan, dan/atau fakta baru
terhadap obyek perizinan.

(1)

(2)

Pasal 13

Pencabutan perizinan sebagaimana dinilaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
dilakukan dalam hal terdapat pelanggaran terhadap Kketentuar
peraturan perundang-undangan. _ _
Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar
atas permohonan pemegang perizinan, hasil evaluasi Dinas, dan/atau
Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
dilakukan dalam hal terdapat cacat dalam wewenang, prosedur
dan/atau substansi.



(2) Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan oleh Bupati, Kepala Dinas atau putusan pengadilan.

(3) Pembatalan perizinan oleh Bupati dan/atau Putusan Pengadilan
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pembatalan perizinan oleh Kepala Dinas dilaksanal-an sesuai stan.dar
pelayanan dan standar operasional prosedur.

Bagian Ketiga
Waktu Penyelesaian

Pasal 15

(1) Dinas melaksanakan pelayanan perizinan secara tepat waktu.
(2) Batas waktu proses penyelesaian perizinan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Biaya Pelayanan

Pasal 16

Proses pelayanan perizinan tidak dikenakan biaya, kecuali izin tertentu.

Bagian Kelima
Standar Pelayanan dan Stancar Operasional Prosedur
!

Pasal 17

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas wajib berpedoman
kepada standar pelayanan dan standar operasional prosedur perizinan.

Pasal 18

(1) Dinas menyusun standar relayanan dan standar operasional prosedur
perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar operasional prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenara
Penundaan Pelaksanaan Perizinan

Pasal 19

(1) Keputusan perizinan yang telah, ditetapkan tidak dapat ditunda
pelaksanaannya, kecuali jika berpotensnmemmbulkan
a. kerugian negara;
b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
¢. konflik sosial.

(2) Penundaan keputusan perizinan dapat dilakukan oleh Bupati atau
Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. r

%



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB V
NON PERIZINAN

Pasal 20

Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan non perizinan dalam
rangka menunjang pelaksanaan penanaman modal dan perizinan di
daerah kabupaten. -

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi pemberian kemudahan pelayanan dan fasilitas informasi.

Pemberian kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dalam bentuk fasilitasi penanaman modal.

Pasal 21

Fasilitasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2},

dilaksanakan melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh

masyarakat. | |

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang

meliputi:

a. jenis pelayanan yvang disediakan;

b. syarat, prosedur, biaya, dan waktu;

c. hak dan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten dan warga
masyarakat; dan .

d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan
pelayanan.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk lisan,

tulisan Latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau

bahasa lokal, serta dapat disajikan secara manual ataupun elektronik.

Pasal 22

Dinas wajib memberikan akses informasi kepada pihak masyarakat
mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang menjadi landasan
dalam penerbitan perizinan dan pelayanan non perizinan.
Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), dalam hal data atau
dokumen termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar
kerahasiaan pihak ketiga.

Pasal 23

Dinas menyelenggarakan sistem informasi PTSP secara elektronik berbasis
teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat diakses oleh masyarakat.

(1)

BAB VI
PENGADUAN

Pasiial 24

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal
penyelenggaraan PTSP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. |

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara
lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas. f



(3) Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2} secara cepat dan tepat,
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
pengaduan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan PTSP
ditetapkan Keputusan Bupatl dan/atau ketentuan perundang-
undangan.

BAB VII
KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Dinas wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik
dan berkesinambungan untuk mengetahui perubahan tingkat
kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan dan non
perizinan.

(2) Jangka waktu survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau pahng sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, disampaikan
kepada masyarakat melalui media cetakdan/atau elektronik.

(5) Hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sebagai dasar pembinaan: den pengembangan Lkapasitas
penyelenggaraan pelayanan perizinan.

{6} Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan survey kepuasan
masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan. |

BAB VIII
INSENTIF PEGAWAI

Pasal 26

(1) Pegawai yang ditugaskah, dalam PTSP pada Dinas dapat diberi

tunjangan khusus atau insentif sesuai ketentuan
peraturanperundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah
Kabupaten.

(2) Pengaturan mengenai pembenan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan "Keputusan Bupati dan/atau
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX '
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, danpengendalian dalam
penyelenggaraan PTSP. f



Pasal 28

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, dilakukan secara berjsnjang dan berkesinambungan dalam
rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan
perizinan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja
sesuai kebutuhan yang dilaksanakan dengan koordinasi secara
berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan
pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan PTSP.

Pasal 29

Pengawasan atas penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 27, dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan pengawas
eksternal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengendalian penyelenggaraan PTSP sébagaimana dimaksuddalam Pasal
28, dilaksanakan dalam bentuk supervisi,pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan PTSP, sesiai ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendaiian diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 32

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan PTSP setiap 3 (tiga) bulan
kepada Bupati.

BAB XI |
SANKSI ADMINISTRAST

Pasal 33

Dinas dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan dalam
penyelenggaraan PTSP dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XII -
LARANGAN

Pasal 34

(1) Penyelenggara dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari
pemohon perizinan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan
penyelenggaraan perizinan. ?



(2) Penyelenggara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAI3 XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan mengenai
perizinan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Teluk
Bintuni Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Penyelenggaraan
Perizinan Terpadu, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatl:annya dalam Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni.

pkan di Bintuni
Paga al 19 Juli 2019
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